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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and integration of the Halal Product Assurance System
(Sistem Jaminan Produk Halal, SJPH) and Good Manufacturing Practices for Processed Foods (Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik, CPPOB) among micro and small enterprises (MSEs), using PT
XMJ—a yogurt producer in Bogor City—as a case study. The evaluation was conducted using five SJPH
criteria stipulated in Kepkaban No. 20 of 2023 and the technical CPPOB standards issued by the
Indonesian National Agency of Drug and Food Control (BPOM). The findings indicate that the adoption
of both systems remains partial and has not been systematically documented. Convergence between
SJPH and CPPOB is evident in sanitation, personnel hygiene, process control, and documentation. An
integration model was therefore developed using an input-process-output framework, adjusted to the
operational capacity of MSEs. The model is expected to streamline the implementation of both systems
while ensuring halal compliance and product safety. Integrating SJPH and CPPOB offers opportunities
for operational efficiency, improved product quality, and enhanced readiness for halal certification and
processed food licensing. This study recommends strengthening management commitment, enhancing
human resource training, and developing integrated procedures and documentation as strategic steps
toward implementing a halal- and safety-assured quality system in the MSE sector.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan integrasi Sistem Jaminan Produk Halal
(SJPH) dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) pada usaha mikro kecil (UMK) dengan
studi kasus di PT. XM], produsen yoghurt di Kota Bogor. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima kriteria
SJPH menurut Kepkaban No. 20 Tahun 2023 serta standar teknis CPPOB dari BPOM. Hasil
menunjukkan bahwa penerapan kedua sistem masih bersifat parsial dan belum terdokumentasi secara
sistematis. Titik temu antara SJPH dan CPPOB ditemukan pada aspek sanitasi, higiene personel,
pengendalian proses, dan dokumentasi. Model integrasi disusun berdasarkan pendekatan input-
proses—output dengan penyesuaian terhadap kapasitas UMK. Model ini diharapkan dapat
menyederhanakan pelaksanaan kedua sistem sekaligus menjamin kehalalan dan keamanan produk.
Integrasi SJPH-CPPOB memberikan peluang efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk, dan
kesiapan menghadapi proses sertifikasi halal serta perizinan pangan olahan. Penelitian ini
merekomendasikan penguatan komitmen manajemen, pelatihan SDM, serta penyusunan prosedur dan
dokumentasi terpadu sebagai langkah strategis implementasi sistem jaminan mutu halal dan aman di
sektor UMK.
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PENDAHULUAN

Permintaan terhadap produk pangan halal menunjukkan tren peningkatan yang
signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya
mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kehalalan kini tidak hanya
dipandang sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan gaya hidup
masyarakat Muslim global (Putri et al.,, 2023). Kehalalan produk mencakup seluruh rantai
produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi, sehingga
memastikan bahwa setiap tahapan terjamin kesesuaiannya dengan prinsip halal (Fahlevie &
Fauziyyah, 2023). Dalam konteks ini, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) bersama
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) menjadi krusial untuk menjamin bahwa
produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan sekaligus keamanan pangan.

Keamanan pangan, pada sisi lain, merupakan komponen fundamental dalam
perlindungan konsumen. Implementasi keamanan pangan bertujuan tidak hanya untuk
mencegah risiko kesehatan, tetapi juga untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan
publik terhadap produk pangan yang beredar di pasaran (Nurcahyo, 2018). SJPH dan CPPOB,
jika diterapkan secara efektif, dapat memastikan bahwa setiap produk pangan diproses
dengan mengikuti standar mutu dan keamanan yang ketat (Apriani et al., 2020). Oleh karena
itu, integrasi keduanya menjadi langkah strategis untuk menjamin terpenuhinya aspek halal
dan aman secara bersamaan.

Regulasi SJPH sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun
2023 menetapkan lima kriteria utama, yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses
produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi, yang memberikan kerangka sistematis
bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar kehalalan. Sementara itu, CPPOB yang diatur oleh
BPOM menekankan pemenuhan persyaratan kebersihan fasilitas, higiene personel,
pengendalian proses, dan dokumentasi (J. R. Amelia et al., 2022). Keduanya memiliki ruang
integrasi yang kuat, khususnya dalam membangun sistem produksi pangan yang secara
holistik menjamin kualitas, keamanan, dan kehalalan produk.

PT. XM], sebuah usaha mikro kecil (UMK) di Kota Bogor yang memproduksi yoghurt
kemasan cup dan botol, telah menerapkan sebagian prinsip CPPOB (Sulastri et al., 2023).
Namun, implementasi SJPH secara menyeluruh masih menghadapi hambatan, terutama
terkait keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan lemahnya sistem
dokumentasi (Romadhan et al, 2021). Tantangan tersebut diperparah oleh minimnya
pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, yang dapat diatasi melalui program pelatihan
dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas dan kesadaran pelaku usaha.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perancangan model integrasi SJPH-
CPPOB yang disesuaikan dengan kondisi riil UMK, khususnya pada industri yoghurt. Meskipun
kajian SJPH atau CPPOB secara terpisah telah banyak dilakukan, penelitian ini menawarkan
pendekatan integratif berbasis input-process-output yang memadukan kontrol titik kritis
halal (Critical Halal Point) dan titik kritis keamanan pangan (Critical Control Point) ke dalam
satu kerangka operasional yang efisien dan praktis. Pendekatan ini diharapkan menjadi solusi
aplikatif bagi UMK untuk secara bersamaan memenuhi regulasi halal dan keamanan pangan,
meningkatkan daya saing produk, dan memperluas akses pasar (Megavitry et al., 2024).

MATERI DAN METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi
penerapan integrasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Cara Produksi Pangan Olahan
yang Baik (CPPOB) pada PT. XM] yang beralamat di Kota Bogor. Penelitian dilaksanakan pada
bulan Juni-Juli 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di fasilitas
produksi, wawancara semi-terstruktur dengan penyelia halal dan manajemen perusahaan,
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serta studi dokumentasi terhadap dokumen implementasi CPPOB dan SJPH. Observasi
dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi prosedur produksi terhadap
prinsip halal dan standar CPPOB. Subjek penelitian terdiri atas penyelia halal, pimpinan
perusahaan, dan personel terkait dalam proses produksi.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan lima kriteria SJPH sebagaimana tercantum
dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023, yaitu komitmen dan tanggung jawab,
bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu, aspek CPPOB
mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2012 meliputi sanitasi fasilitas,
pengendalian proses, dan higiene personel sesuai peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM). Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan
proses pengodean dan kategorisasi berdasarkan kesesuaian dengan kriteria SJPH dan prinsip
CPPOB. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana integrasi antara sistem halal dan
sistem keamanan pangan diterapkan secara sinergis dalam proses produksi di PT. XM].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Proses Produksi Yoghurt di PT. XM]

Proses produksi yoghurt di PT. XM] dilaksanakan melalui lima tahapan utama, yaitu: (1)
pencampuran bahan baku, (2) pasteurisasi, (3) pendinginan, (4) fermentasi, dan (5)
pengemasan. Pada tahap pencampuran, seluruh bahan ditakar sesuai formulasi dan
dihomogenisasi untuk memperoleh adonan dasar yang seragam (Khaerunnisa et al,, 2023).
Bahan baku yang digunakan meliputi susu segar, kultur starter bakteri asam laktat, perisa, dan
pemanis. Tahap pasteurisasi dilakukan pada suhu dan waktu yang telah ditetapkan untuk
menginaktivasi mikroorganisme patogen serta memperpanjang umur simpan produk tanpa
menurunkan nilai gizi (Sio et al., 2023). Selanjutnya, adonan didinginkan hingga mencapai
suhu optimum untuk fermentasi (Khaerunnisa et al., 2023). Fermentasi berlangsung selama
periode tertentu agar kultur starter menghasilkan asam laktat, yang berperan dalam
pembentukan cita rasa, aroma, dan tekstur khas yoghurt (Prabayanti etal., 2022). Produk hasil
fermentasi kemudian dikemas dalam wadah cup atau botol yang telah disterilisasi, disegel,
dan disimpan dalam lemari pendingin hingga proses distribusi (Chrisnandari et al., 2024).

Meskipun alur produksi telah mengikuti prinsip dasar pengolahan pangan, fasilitas
produksi PT. XM] masih berskala sederhana. Tata letak peralatan belum sepenuhnya
mendukung pemisahan jalur bahan baku, produk antara, dan produk akhir, sehingga
meningkatkan potensi terjadinya kontaminasi silang (Fadia et al,, 2021). Kontaminasi silang
ini sering kali disebabkan oleh kekurangan dalam penerapan standar sanitasi yang memadai
selama proses produksi (Pamukti & Juwitaningtyas, 2021). Selain itu, struktur manajemen
produksi bersifat fungsional dengan jumlah tenaga kerja terbatas dan tanpa sistem
pengawasan mutu yang terdokumentasi secara formal (Silvana & Mindiharto, 2022). Kondisi
ini menjadi salah satu faktor pembatas dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara optimal. Oleh karena itu,
peningkatan pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja di PT. XM] mengenai penerapan standar
dan prosedur operasional sangat diperlukan agar persyaratan mutu dan keamanan pangan
dapat terpenuhi (Hermanu, 2022).

Evaluasi Penerapan CPPOB

Evaluasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di PT. XM],
mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2012, menunjukkan bahwa
penerapan prinsip CPPOB telah dimulai namun belum sepenuhnya memenuhi standar teknis.
Fasilitas produksi telah dipisahkan dari area non-produksi, tetapi beberapa elemen fisik
seperti material dinding dan lantai, saluran pembuangan, dan ventilasi belum optimal, serta
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penempatan peralatan masih bercampur dengan bahan baku maupun produk jadi sehingga
berisiko menimbulkan kontaminasi silang (Natasyari & Rosida, 2023). Pekerja menggunakan
alat pelindung diri dan mencuci tangan sebelum bekerja, namun pelatihan higiene formal, SOP
terdokumentasi, serta sistem audit internal belum tersedia (Husin et al., 2023). Pemantauan
waktu dan suhu dilakukan secara manual tanpa alat ukur terkalibrasi, dan prosedur
pengendalian mutu tertulis maupun pencatatan produksi belum sistematis sehingga
membatasi kemampuan penelusuran (Muhandri et al, 2017). Secara umum, penerapan
CPPOB baru mencakup pemisahan area dan higiene dasar, namun aspek fasilitas fisik,
pengendalian mutu terukur, dan dokumentasi perlu diperkuat, sebagaimana dirangkum pada
Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Penerapan CPPOB di PT. XM]

Aspek CPPOB Kondisi di PT. XMJ Catatan Evaluasi

Sanitasi fasilitas Area bersih, namun material dan Perlu perbaikan material, drainase, dan
drainase belum standar ventilasi

Higiene personel APD digunakan, cuci tangan Perlu SOP tertulis dan pelatihan rutin
diterapkan

Pengendalian mutu Pemantauan manual, tanpa alat ukur Perlu parameter teknis dan alat ukur

proses terkalibrasi yang sesuai

Dokumentasi & Tidak terdokumentasi secara Perlu format baku untuk record keeping

pencatatan sistematis

Kepatuhan teknis Memenuhi sebagian prinsip dasar Perlu peningkatan untuk memenuhi

CPPOB standar secara menyeluruh

Secara umum, penerapan CPPOB di PT. XM] telah mencakup pemisahan area dan higiene
dasar, namun aspek fasilitas fisik, pengendalian mutu terukur, dan dokumentasi masih perlu
diperkuat. Rincian hasil penilaian setiap aspek penerapan CPPOB di PT. XM] dapat dilihat pada
Tabel 1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada aspek sanitasi fasilitas, meskipun area
produksi terjaga kebersihannya, material, drainase, dan ventilasi masih belum memenuhi
standar sehingga diperlukan perbaikan (Putri et al., 2015). Pada aspek higiene personel,
penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penerapan cuci tangan telah dilaksanakan, namun
masih diperlukan SOP tertulis serta pelatihan rutin untuk memastikan konsistensi (Amelia et
al., 2022). Pengendalian mutu proses saat ini dilakukan secara manual tanpa alat ukur
terkalibrasi, sehingga dibutuhkan penetapan parameter teknis yang jelas dan penggunaan
peralatan ukur yang sesuai. Aspek dokumentasi dan pencatatan juga perlu dirapikan untuk
meningkatkan kemampuan penelusuran dan akuntabilitas produk yang dihasilkan. Dengan
demikian, tingkat kepatuhan teknis CPPOB baru mencakup sebagian prinsip dasar, sehingga
diperlukan upaya peningkatan di seluruh aspek untuk memenuhi standar secara menyeluruh
(Prayitno & Salsabila, 2023).

Evaluasi Penerapan SJPH Berdasarkan Lima Kriteria

Evaluasi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di PT. XM], berdasarkan lima
kriteria dalam Kepkaban No. 20 Tahun 2023—komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses
produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi—menunjukkan bahwa penerapan
masih belum sepenuhnya sesuai persyaratan. Pada aspek komitmen dan tanggung jawab,
belum tersedia kebijakan halal tertulis dan penunjukan resmi penyelia halal, sementara
pengawasan dilakukan secara informal. Pada aspek bahan, seluruh bahan diyakini halal
namun tanpa sertifikat atau dokumen pendukung sehingga keterlacakan lemah (Rahmanita et
al., 2023). Dari sisi proses, belum ada prosedur baku untuk mengidentifikasi titik kritis halal
dan tidak terdapat pemisahan area pada tahapan pasteurisasi, fermentasi, dan pengemasan
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(Adilah & Kumalasari, 2023). Kemasan produk memuat informasi dasar namun belum
mencantumkan label halal, dan pemantauan serta evaluasi belum dijalankan secara formal
tanpa audit internal maupun catatan berkala (Rafigi et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan
perlunya penguatan sistem pengendalian internal agar penerapan SJPH berkelanjutan.
Rincian hasil penilaian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Evaluasi penerapan SJPH di PT. XM] berdasarkan 5 Kriteria SJPH

Kriteria SJPH Kondisi di PT. XM] Catatan Evaluasi

Komitmen dan Belum ada kebijakan tertulis, Perlu formalitas struktur SJPH

Tanggung Jawab belum ditunjuk penyelia halal

Bahan Digunakan bahan halal, tanpa Perlu sertifikat halal & pencatatan
dokumen pendukung

Proses Produk Halal Prosedur belum terdokumentasi Titik kritis halal belum dipetakan

Produk Kemasan lengkap, tanpa label halal Perlu penyesuaian pelabelan halal

Pemantauan dan Tidak ada audit internal atau Perlu sistem pemantauan

Evaluasi catatan sistematis berkelanjutan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pada aspek komitmen dan tanggung jawab, perusahaan
belum memiliki kebijakan halal tertulis dan belum menunjuk penyelia halal secara resmi,
sehingga diperlukan formalitas struktur SJPH. Pada aspek bahan, meskipun seluruh bahan
baku yang digunakan tergolong halal, tidak tersedia dokumen pendukung atau sertifikat halal,
sehingga dibutuhkan kelengkapan dokumen dan pencatatan yang memadai untuk menjamin
keterlacakan.

Pada aspek proses produk halal, prosedur terkait belum terdokumentasi dan titik kritis
halal belum diidentifikasi secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam
pengendalian kehalalan proses. Pada aspek produk, kemasan telah memuat informasi penting
namun belum mencantumkan label halal, sehingga diperlukan penyesuaian pelabelan sesuai
ketentuan. Sementara itu, aspek pemantauan dan evaluasi belum dilaksanakan secara formal
karena tidak adanya audit internal atau catatan sistematis, sehingga perlu dibentuk sistem
pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan konsistensi penerapan SJPH.

Analisis Integrasi SJPH dan CPPOB

Integrasi antara SJPH dan CPPOB pada proses produksi yoghurt di PT. XM] membentuk
sistem yang saling melengkapi dalam menjamin keamanan dan kehalalan produk. Meskipun
fokus keduanya berbeda—S]JPH pada kehalalan dan CPPOB pada keamanan pangan—terdapat
titik temu pada aspek pengendalian proses, kebersihan fasilitas, higiene personel, serta
dokumentasi. Kedua sistem menuntut pemisahan bahan yang diizinkan dan tidak diizinkan,
prosedur yang mencegah kontaminasi silang, serta pemantauan dan pencatatan yang
sistematis. Potensi integrasi dapat diwujudkan melalui prosedur kerja gabungan yang
mengatur kontrol titik kritis higiene dan halal secara bersamaan, seperti dalam tahapan
pencampuran dan pasteurisasi, serta penerapan dokumentasi terpadu yang memuat data
bahan baku, parameter teknis, dan aspek kehalalan.

Penerapan integrasi ini menghadapi tantangan, khususnya bagi usaha mikro kecil
seperti PT. XM]J, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya tenaga terlatih, dan
lemahnya budaya dokumentasi, ditambah kurangnya pemahaman terhadap regulasi halal dan
standar CPPOB. Meski demikian, pendekatan ini menawarkan efisiensi implementasi,
penghematan biaya dokumentasi, dan peningkatan daya saing produk dengan memenuhi dua
aspek mutu sekaligus. Jika dijalankan konsisten, integrasi SJPH dan CPPOB berpotensi
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menjamin mutu yoghurt secara menyeluruh, meningkatkan kepercayaan konsumen,
memperluas pasar, dan mempersiapkan perusahaan untuk sertifikasi halal serta izin edar.

Tabel 3. Ringkasan Analisis Integrasi SJPH-CPPOB di PT. XM]

Aspek SJPH CPPOB Sinergi & Integrasi

. . Persyaratan sanitasi mendukung mutu,
Fasilitas bebas dari y 8

Sanitasi . .. Fasilitas bersih dan ~ keamanan, dan kehalalan; susun SOP
. potensi kontaminasi , .~ N :
fasilitas naiis higienis terpadu untuk sanitasi fisik sekaligus
J pengendalian najis.
Kebersihan diri dan ;. . Penerapan APD dan prosedur
. Higiene personal dan ; .
Higiene penggunaan APD kebersihan dapat diseragamkan;
, penggunaan APD . .
personel sesuai persyaratan . lakukan pelatihan terpadu higiene
sesuai standar pangan
halal halal dan keamanan pangan.
e e Pemantauan titik Pengendalian risiko kontaminasi
. Identifikasi titik o . !
Pengendalian | .. " kritis keamanan dilakukan simultan; lakukan pemetaan
kritis halal (Critical . e
proses , pangan (Critical terpadu titik kritis halal dan keamanan
Halal Point) .
Control Point) pangan dalam satu alur proses.
Pencatatan bahan, Pencatatan proses, Penf:atatan terintegrasi memfa5111ta51.
. .. audit ganda; gunakan format formulir
. proses, dan hasil parameter, dan hasil :
Dokumentasi cer | dan sistem pelaporan terpadu (satu
untuk verifikasi untuk audit
dokumen untuk kebutuhan halal dan
halal keamanan pangan
keamanan).
Memenuhi Memenuhi ketentuan Kepat.uhan dua regulasi dlke.lola dalam
Kepatuhan . satu sistem; terapkan audit internal
regulasi ketentuan BPJPH BPOM terkait abungan SJPH-CPPOB dan rencana
& terkait kehalalan keamanan pangan g g

tindak lanjut koreksi terpadu.

Analisis integrasi SJPH-CPPOB pada proses produksi yoghurt di PT. XM] menunjukkan
adanya titik temu pada berbagai aspek, antara lain sanitasi fasilitas, higiene personel,
pengendalian proses, dokumentasi, dan kepatuhan regulasi. Pada sanitasi fasilitas, kedua
sistem menuntut lingkungan yang bersih dan higienis sekaligus bebas dari potensi
kontaminasi najis, sehingga dapat disatukan dalam SOP gabungan. Pada higiene personel,
persyaratan SJPH dan CPPOB terkait penggunaan APD dan kebersihan diri dapat
diintegrasikan dalam prosedur yang seragam dan pelatihan terpadu. Aspek pengendalian
proses juga memiliki kesamaan melalui pemetaan titik kritis halal (Critical Halal Point) dan
titik kritis keamanan pangan (Critical Control Point) untuk mengendalikan risiko secara
simultan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Pada aspek dokumentasi, pencatatan bahan, proses, parameter teknis, dan hasil
produksi dapat digabungkan ke dalam format terpadu untuk memudahkan audit ganda,
sementara pada kepatuhan regulasi, integrasi memungkinkan pemenuhan ketentuan BPJPH
terkait kehalalan dan BPOM terkait keamanan pangan dalam satu sistem. Penerapan audit
internal gabungan SJPH-CPPOB diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengawasan,
mengurangi beban administratif, serta memastikan produk memenuhi standar mutu dan
kehalalan secara bersamaan.

Rancangan Model Integrasi SJPH-CPPOB untuk UMK

Model integrasi SJPH-CPPOB dirancang sebagai kerangka kerja terpadu yang
menggabungkan elemen kunci dari kedua sistem dengan penyesuaian untuk unit usaha mikro
kecil (UMK), sehingga penerapan dua regulasi dapat disederhanakan melalui penggabungan
titik temu pada tahapan produksi, prosedur operasional, dan dokumentasi tanpa mengurangi
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integritas standar (Putri et al., 2023). Terdapat tiga komponen utama dalam model ini: input
yang mencakup bahan baku halal, tenaga kerja yang memahami prinsip halal dan higiene,
serta fasilitas sesuai standar CPPOB (Permana & Andhikawati, 2022); proses berupa aktivitas
produksi mulai dari pencampuran hingga pengemasan dengan prosedur baku berisi titik kritis
halal dan keamanan pangan (Cahya et al.,, 2023); dan output berupa produk yoghurt yang
aman, halal, bermutu, serta memenuhi persyaratan pelabelan (Sari et al.,, 2022).

Penyesuaian model mempertimbangkan keterbatasan umum UMK seperti tenaga kerja
terbatas, kapasitas produksi kecil, dan fasilitas sederhana, sehingga prosedurnya dibuat lebih
praktis dengan dokumentasi ringkas, alur kerja efisien, serta pelatihan berbasis praktik
lapangan (Sulastri et al., 2023). Penyelia halal dan penanggung jawab mutu dapat dirangkap
oleh satu orang yang mendapatkan pelatihan teknis dan administratif secara berkala (Yuliana
et al., 2022). Model ini sesuai dengan regulasi BPJPH untuk SJPH dan BPOM untuk CPPOB,
memadukan aspek pelabelan, pemilihan bahan, higiene personal, dan dokumentasi dalam satu
sistem sehingga mempermudah UMK mempersiapkan sertifikasi halal maupun izin edar, serta
meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, dan daya saing pasar, sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 1.

INPUT PROSES OUTPUT
PENERIMAAN BAHAN ] Ir‘ila PRODUK

EQELIJ\N [ i i HALAL-AMAN
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Gambar 1. Model Integrasi SJPH-CPPOB dalam Proses Produksi
Yoghurt di UMK

Model integrasi SJPH-CPPOB dalam proses produksi yoghurt di UMK terdiri dari tiga
komponen utama, yaitu input, proses, dan output, yang dirancang untuk memastikan produk
aman, halal, dan bermutu, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Komponen input
mencakup bahan baku yang halal dan aman, sumber daya manusia terlatih, fasilitas sanitasi
yang memenuhi standar, serta dokumen acuan yang jelas. Tahap proses meliputi penerimaan
bahan, pengolahan dengan identifikasi titik kritis halal, pengujian mutu, pencatatan, dan audit
internal sebagai mekanisme pengendalian. Hasil akhirnya adalah output berupa produk halal-
aman yang disertai dokumentasi audit, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan
konsumen terhadap produk UMK.

Rencana perbaikan dan intervensi untuk mengintegrasikan penerapan SJPH dan CPPOB
di PT. XMJ, mencakup tahap input, proses, hingga output. Setiap sub-aspek disertai
penyesuaian khusus untuk usaha mikro kecil (UMK), jenis dokumentasi yang diperlukan, serta
indikator kinerja dengan penanggung jawab dan frekuensi pelaksanaan. Pendekatan ini
bertujuan memastikan setiap tahapan produksi yoghurt memenuhi persyaratan keamanan
pangan dan kehalalan secara simultan melalui prosedur yang terukur, terdokumentasi, dan
dapat diaudit secara berkala, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rencana perbaikan dan indikator kinerja integrasi SJPH-CPPOB di PT. XM]

Sub-aspek Perbaikan/Intervensi Penyesuaian Dokumentasi Indikator Kinerja,
untuk UMK Penanggung Jawab &
Frekuensi

1. Tahapan INPUT

Bahan baku | Verifikasi halal Daftar pemasok | Daftar bahan 100% bahan kritis

& (sertifikat/pengecualian) = prioritas; terverifikasi; tervalidasi oleh Penyelia

penunjang & keamanan (CoA) untuk = template berkas sertifikat =~ Halal & QC di setiap
susu, kultur, perisa, verifikasi satu halal/CoA penerimaan
kemasan halaman

SDM Pelatihan terpadu SJPH- | Modul 2-3 jam; Daftar hadir, 290% pekerja lulus uji
CPPOB berbasis tugas on-the-job materi pelatihan, = oleh HR/QA setiap
kerja training uji singkat triwulanan

Fasilitas & Zonasi sederhana Pemisahan jalur  Peta tata letak, Zero kontaminasi silang;

peralatan (bahan-proses—produk dengan log kalibrasi keluhan bau/kelembaban
jadi); perbaikan drainase = marking/lantai; menurun, dilakukan oleh
& ventilasi; alat ukur termometer & Produksi & QA; setiap
dasar terkalibrasi timer ekonomis semester.

Dokumen Kebijakan halal; SOP Konsolidasi 1 Kebijakan, SOP, 100% SOP tersosialisasi

acuan gabungan (sanitasi, bundel SOP matriks oleh Manajemen &
higiene, CHP/CCP) ringkas kewenangan Penyelia Halal pada tahap

awal dan saat revisi

2. Tahapan PROSES

Penerimaan = Pemeriksaan fisik, Form tunggal Form GR, check 100% lot punya dokumen
bahan dokumen penerimaan list halal & mutu  oleh Gudang & QC setiap
halal/keamanan; kode hari
batch
Pengolahan | Identifikasi & kendali Label peralatan; | Process sheet,log = Kepatuhan suhu/waktu
titik kritis halal (CHP) kartu kendali suhu/waktu, >95%; oleh Tim Produksi
dan keamanan (CCP); suhu/waktu catatan sertu bila = & QA pada setiap proses
pembersihan sesuai perlu
syar’i
Pengujian Uji cepat pH/keasaman, Gunakan strip Form hasil uji, Batch release berbasis
mutu organoleptik; mikro pH/alat rencana spesifikasi oleh QC pada
dasar periodik portable; pengujian setiap batch/bulanan
rencana (mikro)
sampling
minimal
Pencatatan = Rekaman terintegrasi Lembar A4 Batch record, Telusur <4 jam/lot oleh
(bahan-proses-produk)  ringkas/kartu buku telusur QA & Gudang secara real-
untuk telusur lot; kode QR time
opsional
Audit Audit gabungan SJPH- Check list 2-3 Laporan audit, 100% temuan ditutup
internal CPPOB; tindak lanjut halaman CAPA <30 hari oleh Tim Audit
Internal setiap
tahunan/semesteran
3. Tahap OUTPUT
Produk Produk halal-aman Template label Spesifikasi Release batch 100% dan
akhir sesuai spesifikasi; label siap pakai produk, contoh kepatuhan label 100%
sesuai regulasi (logo label oleh QA & Desain Label di

halal pasca sertifikasi)

setiap perubahan

Catatan: CHP = Critical Halal Point; CCP = Critical Control Point; CAPA = Corrective and Preventive Action; QA =
Quality Assurance; QC = Quality Control; GR = Goods Receipt.
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Tabel 4 menggambarkan rencana perbaikan dan indikator kinerja pada tahap input,
yang meliputi empat sub-aspek utama: bahan baku dan penunjang, sumber daya manusia
(SDM), fasilitas dan peralatan, serta dokumen acuan. Pada bahan baku dan penunjang,
verifikasi kehalalan dan keamanan dilakukan melalui sertifikat halal atau pengecualian serta
Certificate of Analysis (CoA), dengan validasi 100% bahan kritis oleh Penyelia Halal dan QC
pada setiap penerimaan. Untuk SDM, pelatihan terpadu SJPH-CPPOB berbasis tugas kerja
diadakan secara triwulanan, dengan target minimal 90% karyawan lulus uji. Fasilitas dan
peralatan ditata melalui zonasi sederhana, perbaikan drainase, ventilasi, dan kalibrasi alat
ukur, dengan target zero kontaminasi silang. Sementara itu, dokumen acuan seperti kebijakan
halal dan SOP gabungan disosialisasikan 100% pada tahap awal dan saat revisi.

Tahap proses dalam tabel ini mencakup lima sub-aspek, yaitu penerimaan bahan,
pengolahan, pengujian mutu, pencatatan, dan audit internal. Penerimaan bahan
mengharuskan pemeriksaan fisik, verifikasi dokumen halal/keamanan, dan pencatatan kode
batch dengan target kepatuhan dokumen 100% setiap hari (Damayanti et al., 2023). Proses
pengolahan menerapkan identifikasi titik kritis halal (Critical Halal Point) dan keamanan
(Critical Control Point) dengan target kepatuhan suhu/waktu 295% (Puspaningtyas et al,,
2020). Pengujian mutu dilakukan pada setiap batch, mencakup uji cepat pH, pengujian
organoleptik, dan pemeriksaan mikrobiologi secara periodik (Arsyan, 2019). Pencatatan
dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan keterlacakan maksimal dalam 4 jam per lot,
sedangkan audit internal gabungan SJPH-CPPOB dilaksanakan minimal setiap semester untuk
memastikan seluruh temuan terselesaikan dalam waktu 30 hari (Zuchrillah et al., 2023).
Penerapan prosedur ini sejalan dengan rekomendasi bahwa sistem jaminan halal memerlukan
kepatuhan ketat terhadap standar yang ditetapkan untuk menjamin kualitas dan keamanan
produk.

Tahap output fokus pada produk akhir, dengan sasaran menghasilkan yoghurt halal-
aman sesuai spesifikasi, dilengkapi label yang memenuhi regulasi, termasuk logo halal pasca-
sertifikasi. Template label siap pakai digunakan sebagai acuan, dan indikator kinerja
mengharuskan 100% release batch serta kepatuhan label. Penanggung jawab tahap ini adalah
tim QA dan desain label, dengan pemeriksaan yang dilakukan setiap kali terjadi perubahan
label. Pendekatan ini memastikan bahwa mutu dan kehalalan produk terjamin secara
konsisten hingga tahap distribusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SJPH dan CPPOB di
PT. XM] masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terdokumentasi atau
terstruktur secara formal. Evaluasi terhadap lima kriteria SJPH menunjukkan bahwa sebagian
besar elemen seperti kebijakan halal, penyelia, dan dokumentasi belum tersedia, meskipun
praktik produksi telah dilakukan dengan mempertimbangkan kehalalan bahan dan
kebersihan lingkungan. Sementara itu, penerapan CPPOB juga masih terbatas pada prinsip
dasar seperti kebersihan fasilitas dan penggunaan alat pelindung diri, namun belum
dilengkapi dengan prosedur tertulis, pengukuran mutu teknis, dan sistem pencatatan
produksi.

Model integrasi SJPH-CPPOB yang dirancang dalam penelitian ini menawarkan
pendekatan praktis bagi pelaku usaha mikro kecil dengan menggabungkan titik kritis halal
dan titik kritis higiene dalam satu sistem prosedural dan dokumentatif. Integrasi ini
berpotensi meningkatkan efisiensi implementasi, memperkuat jaminan mutu dan kehalalan
produk, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan model ini
secara konsisten diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing produk UMK serta
memudahkan dalam proses sertifikasi halal dan perizinan keamanan pangan.
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